NOMOR 05

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2011

Menimbang :

Mengingat

a.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi penanganan
bidang kesehatan;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin dan
sertifikasi sarana kesehatan  tertentu merupakan urusan pemerintah
Kabupaten/Kota;
bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang
Kesehatan;

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);



3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

11.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044 );

18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 18);

19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 80/Menkes/PER/11/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;

20.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 061/Menkes/PER/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam
Renang dan Pemandian Umum;

21.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 378/Menkes/PER/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah
Sakit Swasta;

22.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 350/MENKES/SK/XII/2001 tentang Pestisida;
23.Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Nomor 394/Menkes-Kesos/SK/V/2001 tentang Institusi Penguji  Alat

Kesehatan;



24.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja
Perawat Gigi;

25.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja
Fisioterapis;

26.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan lzin Kerja
Refraksionis Optisien;

27.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang
Pedagang Eceran Obat;

28.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotek;

29.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1424/Menkes/SK/X1/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Optikal;
30.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 640/Menkes/SK/V/2003 tentang Teknisi Kardiovaskuler;
31.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan Hygene Sanitasi Jasa
Boga,

32.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional;

33.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygene Sanitasi
Rumah Makan dan Restoran;

34.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1277/Menkes/SK/VI111/2003 tentang Tenaga Akupunktur
35.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 867/Menkes/PER/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis

Wicara;



36.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1205/Menkes/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);

37.Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004
tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;

38.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 357/Menkes/PER/V/2006 tentang Registrasi dan lzin Kerja
Radiografer;

39.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 284/Menkes/PER/I11/2007 tentang Apotek Rakyat;

40.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran;

41.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 548/Menkes/PER/IV/2007 tentang registrasi dan izin praktik
Okupasi Terapis;

42.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1109/Menkes/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

43.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Radiologi;

44.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1014/Menkes/SK/X1/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi
Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

45.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit;

46.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 Tentang lzin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat;

47.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/Menkes/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

48.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program
Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;

49.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 317/Menkes/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia,
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